WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 74> TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN

KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI SEKTOR PANGAN

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.010/2021 untuk mencapai dan
mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan
stabil sehingga kondusif bagi pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan serta untuk menjaga
ketahanan pangan, sehingga dipandang perlu untuk
menyusun dokumen kebijakan pengendalian inflasi
sektor pangan;

bahwa untuk menyusun dokumen kebijakan
pengendalian inflasi sektor pangan sebagaimana
dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Tim
Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengendalian Inflasi
Sektor Pangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Dokumen
Kebijakan Pengendalian Inflasi Sektor Pangan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukkan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lemaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peratuiran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022
Nomor 206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Memperhatikan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2021
tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023 dan Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 870);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.07/2022
tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan
Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak
Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di
Kota Banjarmasin (Berita Daerah kota Banjarmasin
Tahun 2023 Nomor 23);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun
2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor
123);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021
tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2021 Nomor 837);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengendalian
Inflasi Sektor Pangan dengan susunan dan tugas
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggran 2023 pada Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali

Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02 Oktober
2023.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 Qktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

+

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 742 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN INFLASI SEKTOR PANGAN

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI SEKTOR PANGAN

No Nama Jabatan Dalam Tim Tugas Besaran Honorarium

1 2 3 4

1 Akhsanul Rahmatullah, S.E, M.E | Ketua Tim Mengkoordinasi dan bertanggung Jawab Rp. 27.000.000
terhadap pelaksanaan pekerjaan

2 Sri Maulida, S.E., Sy. M.E.I Wakil Ketua Tim Bertanggung jawab secara teknis terhadap Rp. 15.000.000
pelaksanaan pekerjaan

3 Dessy Maulina, S.E.,Sy. M.E.I Anggota Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal Rp. 13.200.000

4 Melinda Wijaya, S.Ak, M.A Anggota Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jadwal Rp. 13.200.000

D Haifa Lestari, S.Pd., M.E.K Sekretariat Melaksanakan administrasi kegiatan Rp. 10.550.000

6 Nurul Huda, S.E., Sekretariat Melaksanakan administrasi kegiatan Rp. 10.550.000

Total

Rp. 89.500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBN!; SINA




